
 

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 

KECAMATAN TEGALWARU 
Jln. Raya Rogong Kp.Babakan Manggah Rt 08/04-Tegalwaru-Purwakarta 41165 

                   E_mail : kecamatan_tegalwaru@purwakartakab.go.id 
 

 
KEPUTUSAN 

CAMAT TEGALWARU 
KABUPATEN PURWAKARTA 

NOMOR :  900 /007/SK.Keu/2024  

T E N T A N G 

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, PELAPORAN 
KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH PADA KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN 
PURWAKARTA 

 
KEPALA TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA 

 
 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

  Kinerja Instansi Pemerintah. 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

  perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman teknis penyusunan 

  Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dalam penyelenggaraan Sistem 

  Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Kecamatan Tegalwaru 

Kabupaten Purwakarta. 

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

     2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286); 

  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421); 

     5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438); 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5589); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem  

Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang  

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah; 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  

PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

Pelaksanaan Musrenbang Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2008 Nomor 12 ); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2005-2025; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2013-2018; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nonor 4 tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 11 

tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah; 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian 

Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan; 

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, 

PELAPORAN KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA 

KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

:    Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara; 

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat pusat dan daerah; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun; 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun; 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun; 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan atau prioritas dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 

7. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana perencanaan 

Kementerian/Lembaga periode 1 (satu) tahun; 

8. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi informasi 

rencana kinerja/kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output 

dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada 1 

(satu) tahun tertentu; 

9. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang pada dasarnya adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun; 

10. Sasaran adalah rumusan mengenai kondisi yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, rumusan sasaran harus bersifat spesifik, jelas dan 

terukur, dapat dicapai, relevan, dan jelas periode pencapaiannya; 

11. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah 

untuk mencapai tujuan; 

12. Program adalah instrumen kebijakan Kementerian/Lembaga yang berisi 

satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

tersedia untuk mencapai hasil yang terukur (sasaran program) sesuai 

dengan misinya yang dilaksanakan oleh instansi atau masyarakat; 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya baik berupa personil, barang dari beberapa jenis sumber 

daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa; 

14. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu Kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal dari 

beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 

 

 

 

 

 

 



 

15. Kegiatan Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar satuan kerja, merupakan syarat minimal berjalannya rangka 

pemenuhan pelayanan/birokrasi sesuai tugas dan fungsinya yang diemban; 

16. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai 

secara langsung sasaran program prioritas. Output kegiatan prioritas 

menunjang pencapaian sasaran program; 

17. Manajemen Kinerja adalah sistem terpadu yang menggabungkan upaya 

organisasi untuk melakukan mulai dari proses perencanaan, 

pengarahan/penggerakan, pengawasan dan evaluasi hasil akhir terhadap 

kinerja/pegawai, dengan menggunakan parameter yang jelas sesuai 

dengan tujuan organisasi; 

18. Penetapan Kinerja adalah merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima 

tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan 

tanggung jawab kinerja secara berjenjang. 

19. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, 

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

20. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan 

perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan 

mengunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, 

analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk 

dapat diambil tindakan-tindakan sedini mungkin; 

21. Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui 

dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; 

22. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah proses penganggaran yang dapat 

menjelaskan hubungan antara proyeksi biaya yang dibutuhkan dengan 

ekspektasi hasil yang akan dicapai oleh pengeluaran pemerintah; 

23. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan 

rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh 

jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan; 

24. Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan 

yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun anggaran; 

25. Pagu Indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan 

untuk setiap program, didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas 

anggaran hasil pembahasan TPAD dan Kecamatan Tegalwaru, sebagai 

acuan dalam penyusunan Renja; 

26. Pagu Sementara merupakan pagu anggaran yang bersifat sementara yang 

didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil 

pembahasan TPAD Kecamatan Tegalwaru dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam Penyusunan RKA 

Kecamatan Tegalwaru; 

27. Pagu Definitif merupakan pagu anggaran yang bersifat final yang 

didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil 

pembahasan TPAD Kecamatan Tegalwaru dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam Penyusunan RKA 

Kecamatan Tegalwaru; 

28. Progress Report adalah laporan mencerminkan kemajuan suatu kegiatan 

baik dalam bentuk fisik maupun finansial; 

 

 

 

 

 

 



 

 

29. Koordinasi adalah usaha-usaha untuk menghimpun/mengarahkan/ 

menjuruskan kegiatan-kegiatan unit kerja di Kecamatan Tegalwaru demi 

tercapainya tujuan organisasi atau suatu usaha kerjasama antar unit kerja 

yang satu dengan unit kerja yang lain dalam suatu instansi dalam 

pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling pengertian, 

saling mengisi, saling membantu untuk tercapainya tujuan organisasi; 

30. Integrasi adalah salah satu usaha untuk menyatukan tindakan- tindakan 

berbagai unit kerja di Kecamatan Tegalwaru, sehingga merupakan suatu 

kebulatan pemikiran dan kesatuan tindak yang terarah pada suatu 

kegiatan dan sasaran yang telah ditentukan dan dipahami bersama. 

31. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan/menyelaraskan 

kegiatan- kegiatan dari berbagai unit kerja di Kecamatan Tegalwaru, 

sehingga terdapat keserasian antar program, kegiatan, dan anggaran 

ataupun sasaran dan indikator kinerjanya. 

 

 

BAB II 

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

 

Tugas Pokok Kecamatan Tegalwaru secara umum berdasarkan 

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 

Tegalwaru Kabupaten Purwakarta  Timur Pasal 4. 

 

BAB III  

POKOK-POKOK PENYUSUNAN RENJA DAN ANGGARAN 

Pasal 3 

 
a. Pokok-pokok Penyusunan Renja dan Anggaran terdiri dari: 

1) Penyusunan Rencana Kinerja  

2) Penyusunan Anggaran  

3) Pengalokasian Penganggaran 

4) Alur Dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran 

 

BAB IV  

PENYUSUNAN TOR/KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN 

ANGGARAN BELANJA (RAB) 

Pasal 4 

 

a. Penyusunan TOR/Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran 

Belanja (RAB) terdiri dari: 

1) Penyusunan TOR/Kerangka Acuan Kerja  

2) Penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) 

3) Penyampaian Usulan Rencana Kinerja 

4) Alur Jadwal dan Proses Penyusunan Rencana Kinerja dan 

Anggaran



BAB V 

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA  

Pasal 5 

 
a. Penyusunan Indikator Kinerja terdiri dari: 

1) Menentukan dan Mengukur Kinerja  

2) Indikator Kinerja 

3) Penetapan Indikator Kinerja 

4) Mekanisme Penetapan Kinerja 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 Pasal 6 

 

Berisikan simpulan atas pembahasan yang ada pada bab sebelumnya 

 

 

 

Ditetapkan di : Tegalwaru 

Pada Tanggal : 02 Januari 2024 
 

CAMAT TEGALWARU 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

 

H. BENY PRIMIADI, S.KM.KP 

NIP. 197509022000031001 


